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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

fl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 69L194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS

PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR l TAHUN 2014
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

I. JENIS RAPAT

II. SIFAT RAPAT

SENIN
19 Januari 2015

09.00 wIB.

Gedung DPRD Kabupaten Rembang

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Rembang

Terbuka

III. ACARA RAPAT

l. Penjelasan Rancangan Peraturan DPRD atas perubahan

Peraturan DPRD Nomer I Tahun 2014 tentangTata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang;

2. Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus;

3. Skors;

4. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus;

5. Penutup





v.

IV.

VI. JUMLAHANGGOTA

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

PIMPINAN RAPAT

l. Nama : H.GUNSIH,SE

2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SEKRETARIS RAPAT
l. Nama : DTs.ACHMADMUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

: l0 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

:4 orang

l

vIL

: 45 orang

:2 orang

: 7 orang

: 5 orang

: 6 orang

: - orang

: 3 orang

: 4 orang

ANGGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

\TIII. ANGGOTA YANG TIDAK EADIR

l. Fraksi Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Demokrat

:27 orang

: 8 orang

: I orang





: I orang

: 2 orang

: 5 orang

: l orang

: - orang

Jumlah : 18 orang

Ix. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu' alaikumWr. lltb.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Rembang

Yang saya hormati Sekretaris DPRD beserta staf

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan,

Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kenikmatan sehingga pada

hari ini kita dapat mengikuti Rapat paripurna daram rangka pembahasan

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Rapat

Paripurna ini berjalan lancar hingga selesai acara nanti.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa peraturan DPRD
Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah ditetapkan dan

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan



diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 35 pada tanggal 9 Oktober

Tahun 2014.

Dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang

Nomor l7 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, pewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan

Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata Tertib DPRD.

Selanjutnya dengan merujuk pasal 50 ayat (2) peraturan Menteri Dalam

negeri Republik Indonesia Nomor I Tahun 2014 tentane pembentukan

Produk Hukum Daerah, peraturan Dewan perwakiran Rakyat

DaerahKabupaten Rembang Nomor r rahun 2014 tersebut disampaikan

kepada Gubernur Jawa Tengah untuk diklarifikasi.

Adapun berdasarkan hasil krarifikasi Gubernur Jawa Tengah

dengan suratnya Nomor :180/0r 1979 tanggar 2 Desember 2014, dengan

telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun zol4 tentang

Pemerintahan Daerah, maka substansi pengaturan peraturan peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor I Tahtrn

2014 tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang agar disesuaikan dengan

l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah;

2' Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Ped6man'

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

Dengan merujuk Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk

Hukum Daerah, Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang

pada tanggal 14 s/d 16 Januari 2015 melakukan merakukan penyusunan

Rancangan Peraturan DPRD Atas perubahan peraturan DpRD Kabupaten

Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah

pada tanggal6 Januari 2015.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (l) huruf c peraturan DPRD Kabupaten

Rembang Nomor I tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang dijelaskanbahwa " Rapat paripurnamemenuhi kuorum apabila

rapat dihadiri oleh lebih dari t/z (satu perdua) jumlah anggota D\RD
untuk rapat paripurna DPRD selain rapat untuk mengambil persetujuan

atas pelal<sanaon hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil

keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati,

memberhentikan pimpinan DPRD, menetapkan peraturan daerah dan

APBD

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat oino
Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah



sebanyak 27 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah

memenuhi kuorum.

Selanj utnya dengan mengucap " Bismillahinohmanirrohim,, tepat

pukul ll. 35 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan'

terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan yang berbahagia.

Sebelumberlangsunglebihlanjutakansayabacakansusunan acara

dalam Rapat Paripurna hari ini sebagaimana yang diagendakan dalam

rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 6 Januari 2015 sebagai berikut :

l. Pembukaan;

2. Penjelasan Rancangan peraturan DPRD Atas perubahan peraturan

DPRD Kabupaten Rembang Nomor l rahun 2014 tentang Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

3. Penetapan keanggotaan panitia Khusus;

4. Skors;

5. Penetapan Pimpinan panitia Khusus;

6. Penutup.

Rapat Dewan yang terhormat.

Marilah kita masuk acara yang kedua, yaitu ,,penjelasan

'' Rancangan peraturan DhRD Atas perubahan peraturan DpRD
- KabupatenRembangNomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib D4RD

Kabupaten Rembang,'.



Untuk itu kepada Ketua Badan Legislasi Daerah dimohon untuk

menyampaikan penjelasannya. Dipersilahkan. ( Sdr. Drs. Achmad Mualif

) Sekretaris Badan Legislasi Daerah Bukan Anggota.

:PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD ==:
Y ( Penjelasan Rancangan Peraturan DhRD Atas perubahan

Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2014

tentang Tdta Tertib D?RD Kabupaten Rembang tertompir )

Terima kasih Saudara Sekretaris Badan Legislasi

penjelasannya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya kita masuk acara yang ketiga yaitu penetapan

Keanggotaan Panitia Khusus. Berdasarkan hasil rapat Badan
Musyawarah DPRD pada tanggar 6 Januari zors bahwa daram
membahas Rancangan peraturan DPRD Atas perubahan peraturan DpRD
Nomor I Tahun 2014 tentans Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang

dibentuk PanitiaKhusus ( pansus ) yang keanggotaannya berasar dari
masing-masing Fraksi dengan komposisi sebagai berikut :

Daerah :'atas'

NO NAMA FRAKSI

Fraksi Partai Persatuan pembangunan

FraksiDemokrat

ruMLAH

ANGGOTA
1 5 orang

2 4 orang

3 3 orang

4 4 orang
5 2 orang
6 2 orang



7 Fraksi Harapan 2 orang

ruMLAH 22 orang

Berdasarkan usulan nama yang disampaikan oleh masing-masing

fraksi telah kami susun Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten

Rembang tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus yang

fotocopynya telah berada di tangan saudara-saudaxa anggota DPRD

semua. Namun sebelum susunan keanggotaan disahkan dengan surat

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang, perlu kami mintakan persetujuan

terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat

paripurna ini.

Untuk itu saya tawarkan kepada saudara-saudara :

" Apakah calon anggota Panitia Khusus membahas peraluran D?RD

atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014

Tertib DPRD Kabupaten rembang sebagaimana

dalamRancangan Keputusan DPRD dapat disetujui "

( Ketuk palu I kali )

Rapat Dewan yang terhormat.

Dengan telah disetuj uinya anggota PanitiaKhususuntuk membahas

Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor r tahun 2014

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang,maka perlu dibentuk

pimpinan Panitia Khusus yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (7\ Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014

tentang TataTertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan ,, Ketua,

Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota ,,.

tenlang Tata

tercantum



Memenuhi keperluan tersebut, agar pelaksanaan pemilihan berjalan

lancar, untuk tempat yang digunakan adalah menempati ruang Komisi D.

Hasil dari pemilihan agar diserahkan kepada kami untuk diumumkan

dalam rapat paripurna ini.

Selanjutnya rapat paripurna saya skors selama 5 ( lima ) menit.

( Ketuk palu I kali )

:sKoft$::
( Pemilihan Pimpinan Pansus )

Sehubungan waktu yang diberikan telah habis, maka skors saya cabut dan

tepat pukul 12. 20 WIB rapat paripurna saya buka kembali.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilahkitalanjutkanacara yaitu Penetapan pimpinan panitia,

Khusus. Berdasarkan Berita Acara dan Laporan Hasil Pemilihan

Pimpinan Panitia Khusus yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami

umumkan susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas Peraturan DPRD

atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor I tahun 2014 tentangTata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

KETUA : Sdr. Zaimul Umam NS

WAKIL KETUA : Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pdi

" Apakah dapat disetujui ? "
:----SETUJUUUU::=_

( Ketuk palu I kali )



Selanjutnya susunan Pimpinan Panitia Khusus beserta

keanggotaannya akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten

Rembang.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Acara demi acara dalam rapat paripurna telah kita lalui sesuai yang

kita rencanakan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas

segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini.

Akhirnya dengan mengucap "Alhamdulillaahirobbil,alamiin .(

tepat pukul 12. 25 wIB Rapat Paripurna DpRD hari ini saya nyatakan

ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalaamt' alaikum Wr. lVb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS,

Pembina
NIP. 196208

tama Muda
198803 I 0t I



LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS
PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1

TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN REMBANG

LAMPTRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;

: Penjelasan Rancangan Peraturan DpRD atas

Perubahan Peraturan DPRD Nomor I Tahun
2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang;

: Rancangan Keputusan DPRD Nomor I Tahun
2015 tentang Penetapan pimpinan dan
Keanggotaan Panitia Khusus dalam membahas
Rancangan Peraturan DPRD atas perubahan

Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Berita Acara Nomor 170 I 069 Tahun 2015
tentang Pemilihan Pimpinan panitia Khusus
dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD
atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor I

Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang;
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FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

RIDWAN, SH, MH

JASMANI

wtDoDo

ALI

SUMARSIH

DONNY KURNIAWAN, SE, MM

FRIDA IRIANI

MUHAMMAD BAHAUD DUR SPI

- _ 4r]ccg!L -

FRAKSI PARTAI GERINDRA

HERI KURNIAWAN, SE

JI SANTOSO. SP. MH

YU ARDIYAH MAYASARI

FRAKSI KARYA SE.IAHTERA

GATOT PAERAN. SH MSi

H. JOKO SUPRIHADI. SH

CATUR WINANTO, SH

FRAKSI HARAPAN

H. M. NUPHASAN, SH, MH

PAIL{I\iIITA PR.APANCA A.N.R SPd

Kel )rangan :

1 I :ijin
2 S : Sakit

3C:Cuti
4 DL : Dinas Luar

WAKILAN RAKYAT DAERAH

IrJI



RANCAITGAN

PERATT'RAN DEWAN PERWAKILAN RAI(YA'T DAERAII

I{ABT'PATET| REUBAIYG

Nomor: ........ TAHITN 20l5

TEITTANG

PERT'BAHAN ATAS PERATT'RAN DPRD I$BI'PATEN RIMBANG NOMOR 1

TAIIUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWArILAN RAICYAT

DAERAH XABT'PATEN REMBANG

DEtrIAN PERWNSLAN RAI(YAT DA"ERATI

XABI'PATEN REMBANG

Menimbang: a. bahwa fungsi Dewan perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten
Rembang sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat
mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabubaten'
Rembang yang tertib sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku;

b. bahwa dengan adanya klarifikasi dari Gubemur Jawa Tengah
Nomor 180/011979 perihal Hasil Klrilikasi peraturan DpRD
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DpRD Kabupaten
Rembang, Peraturan Tata Tertib DpRD Nomor 1 Tahun 2014
perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dengan huruf a dan b perlu
menetapkan peraturan DpRD tentang perubahan Atas peraturan

DPRD Nomor l rahun 2014 tentang tata tertib DpRD Kabupaten
Rembang.

Mengingat: 1. Pasal I ayat(21, Pasal 19 ayat (1), pasal 20A, pasal 21, pasal 228
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang penyelenggara

Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20l1 tentang partai politik;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Anggota
Dewan Perwakilan Ra}ryat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rat<yat Daerah ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerahsebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah

2.

4.

5.

6.



Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang t aporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah, dan
Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat;

Peraturan Peirrerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan: PERATURAN DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan DpRD Nomor I Tahun 2014 tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Rembang, diubah sebagai berikut: :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3,17 dan 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3' Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DpRD
adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang yang
berkedudukan sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten Rembang.

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua darr wakil-wakil Ketua DpRD Kabupaten
Rembang.

5. Kepala daerah addah Bupati Rembang.

6. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Rembang.
7. Bupati adalah Bupati Rembang.

7.

8.

9.



8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.

9. Gubemur adalah Gubernur Jawa Tengah.

10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rembang.

ll'Komisi Pemilihan umum yang disingkat dengan KpU adalah I(omisi
Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

12' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang.

13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota Dewan perwal<ilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang yang mencerninkan konfigurasi partai politik di
Kabupaten Rembang.

14. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

15. Badan Musyawarah adalah arat kelengkapan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten . Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

16. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

17' Badan Pembentukan peraturan Daerah adalah alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang.

18. Komisi adalah alat kelengkapan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang.

19 Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang yang berfungsi untuk mempe{elas tugas dalam
mengatur mekanisme ke{a anggota DpRD yang ditetapkan oleh dan
untuk kepentingan intem anggota.

20. Kode Etik Dewan perwakilan Rariryat Daerah yang seranjutnya disebut
Kode Etik adalah norma yErng wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD
selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan,
citra dan kredibilitas.

21. Awal Tahun Anggaran adalah bulan Januari.
22. Hari adalah hari ke{'a.



2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(i) DPRD merupakan lembaga perwakilan ralryat daerah dan berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.

(2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7

sumpah/ianji sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikrrt:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/beq'anji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota /ketua /wakil
ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjarankan kewa,iiban akan bekeda dengan sungguh-

. sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan
golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk
mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia."

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasar g berbunyi sebagai berikut:
pasal 8

(i) DPRD mempunyai fungsi:

a. Pembentukan peraturan daerah;

b. anggaran; dan

c. pengawasan.

(2) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan dengan cara:

a. membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau
rancangan Perda;

b. mengajukan usul rancangan perda; dan
c. menyusun program pembentukan perda bersama Kepala Daerah.

(3) Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c
memuat daftar urutan dan prioritas rancangan perda yang akan dibuat

tidak menyetujui



dalam I (satu) tahuin ErnggarErn.

(a) Dalam menetapkan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), DPRD melakukan koordinasi dengan kepala daerah.

(5) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (r) huruf b diwujudkan
dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan
Perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.

(6) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dehgan
cara:

a. membahas KUA dan ppAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan
RKPD;

b. membahas rancangan perda tentang ApBD;
c. membahas ranc:rngErn perda tentang perubahan ApBD;dan
d'membahas rancErngan perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan

APBD.

(7) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurufc diwujudkan
dalam bentuk pengawasan terl.radap:

a. pelaksanaan perda dan perbub;
b' pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait

dengan peyelenggaraan pemerintahan Daerah;dan
c' pelaksanaan tindak ranjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan.

(8) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(r ) dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat di daerah.

(9) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana pada ayat (1), DpRD
menjaring aspirasi masyarakat.

5. Ketentuan Pasa-l 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a. membentuk perda bersama bupati;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancargan perda mengenai

ApBD yang diajukan oleh Bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan ApBD;
d' mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepara daerah

dan/atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melarui
gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatin dan/atau
pemberhentian;



e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional
yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;

g. meminta iaporan keterangan pertanggungiawaban bupaLi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah
lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat , dan,
daerah;

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

( Ketentuan Pasal t harus lebih dicermati)

6. Ketentuan pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut;
Pasa-l 24

(1) setiap anggota DpRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan
daerah.

(2) usur prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (r), disampaikan kepada
pimpinan DPRD dalam bentuk rErncangan peraturan daerah disertai
penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DpRD.- (3) usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DpRD
disampaikan pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Daerah untuk
dilakukan pengkajian.

(4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan peraturan Daerah Daerah,
pimpinan menyampaikan kepada rapat paripurna DpRD.

7. Ketentuan Pasal 37 ayat (r) d diubah, sehingga pasal 37 ayat (r) d berbunyi

. sebagai berikut:

Pasal 37
(l)Alat kelengkapan DpRD terdiri atas:

a. pimpinan;

b. Badan Musyawarah;

c. Komisi;

d. Badan Pembentukan peraturan Daerah;
e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan; dan



g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat

paripurna.

8. Ketentuan Bagian Kelima <iiubah, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai

berikut:

Bagian Kelima

Badan Pembentukan Peraturan Daerah

9. Ketentuan Pasa-l 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasa-l 52

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DpRD
yang besifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DpRD.

lo. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga pasal 53 berbunyi sebagai beiikut:
Pasal 53

(1) susunan dan keanggotaan Badan pembentukan peraturan Daerah dibentuk
pada permulaan masa keanggotaan DpRD dan permulaan tahun sidang.

(2) Jumlah anggota Badan Pembentukan peraturan Daerah sebanyak 11

(sebelas) orang terdiri dari Fraksi partai persatuan pembangunan 2 (dua)
orang, Fraksi Demokrat 2 (dua) orang, Fraksi partai Kebangkitan Bangsa 2
(dua) orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan Nasdem 2 (dua)

orang,Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya l(satu) orang, Fraksi Karya
Sejahtera 1 (satu) orang dan Fraksi Harapan I (satu) orang.

(3) Jumlah anggota Badan Pembentukan peraturan Daerah ditetapkan dalam
rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota
komisi.

(4) Jumlah anggota Badan Pembentukan peraturan Daerah setara dengan
jumlah anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.

(5) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan oleh masing-
masing fraksi.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga pasal 54 berbunyi sebagai berikut:
pasal 54

' (1) Pimpinan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas I (satu) orang ketua
dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota
Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakat.



(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Pembentukan

Peraturan Daerah bukan anggota.

(3) Masa jabatan pimpinan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2 % (dua

setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.

: (4) Masa keanggotaan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah pada setiap

tahun anggaran.

12. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas:

a. menyusun rancang€rn program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat
daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya
untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DpRD;

b. koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan Daerah
antara DPRD dan pemerintah daerah;

c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DpRD berdasarkan progrzrm
prioritas yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi danfaiau,
gabungan komisi sebelum rElncangan peraturan daerah tersebut disampaikan
kepada pimpinan DPRD;

e. memberikan perlimbangan terhadap rancangan peraturan daerah' yang
diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas
rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan
daerah yang terdaftar dalam program Pembentukan peraturan Daerah;

f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan

materi muatan rancang:rn peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi
dan/atau panitia khusus;

g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan
daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan

h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DpRD baik yang
sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai

bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

13' Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (11) diubah, sehingga pasal 67 ayat (1) dan (11)

berbunyi sebagai berikut:



Pasal 67

(l) Jenis rapat DPRD terdiri atas:

a. rapat paripurna;

b. rapat paripurna istimewa;

c. rapat pimpinan DPRD;

d. rapat fraksi;

e. rapat konsultasi;

f. rapat Badan Musyawarah;

g. rapat komisi;

h. rapat gabungan komisi;

i. rapat Badan Anggaran;

j. rapat Badan Pembentukan peraturan Daerah;
k. rapat Badan Kehormatan

l. rapat panitia khusus;

m. rapat ke{'a;

n. rapat dengar pendapat; dan

o. rapat dengar pendapat umum.
(ll)Rapat Badan Pembentukan peraturan Daerah merupakan rapat Ernggota

Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil
ketua Badan Pembentukan peraturan Daerah.

14. Ketentuan Pasal 80 ayat l2lhuruf b diubah, sehingga pasal go ayat (2)huruf b
berbunyi sebagai berikut: 

r.

Pasal 80 , . l

(21 Keputusan rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan sah apabila:

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota'DpRD
yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a;,

b. disetujui oleh lebih dai th ( satu perdua ) iumlah anggota DpRD yang
hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b;

c. disetqiui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf c.

i 15. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga pasal g3 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 83' (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.

(2) Rancangan peraturan daerah,yang berasar dari DPRD atau kepala daerah



disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.

(3) Rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah
yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah
akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik.

(4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan
berdasarkan program Pembentukan Peraturan Daerah.

(5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat meng+jukan
rancangan peraturan daerah di luar program Pembentukan peraturan Daerah.

16. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 84

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh
anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan pembentukan peraturan

Daerah.

(2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DpRD, komisi,
' gabungan komisi, atau Badan Pembentukan peraturan Daerah sebagaimana

dimal<sud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DpRD
disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik,
daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh
sekretariat DPRD.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh
pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan pembentukan peraturan Daerah
untuk dilakukan pengkajian.

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Badan pembentukan peraturan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripuma DpRD.
(5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan pembentukan

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh
pimpinan DPRD kepada semua anggota DpRD selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari sebelum rapat paripuma DpRD.

(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5): : .

a. pengusul memberikan penjelasan;

b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;dan 
,

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota
DPRD lainnya.

(7) Rapat paripuma DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. persetujuan;



b. persetujuan dengan pengubahan;atau . l

c. penolakan.

(8) Dalam hal persetujuan dan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan

komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia khusus ,untuk

menyempumakan rancangan peraturan daerah tersebut.
(9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DpRD disampaikan

. dengan surat pimpinan DPRD kepada kepata daerah.

17. Ketentuan Pasal 87 ayat (3) huruf B angka I diubah, sehingga pasal g7 ayat (3)

huruf B angka 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87
(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

B. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DpRD dilal<ukan
dengan kegiataa sebagai berikut:
1 penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan

Badan Pembentukan peraturan Daerah, atau pimpinan panitia khusus
dalam rapat paripurna mengenai rancurngan peraturan daerah;

2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah;dan
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

: lS.Diantara BAB x dan BAB XI disisipkan BAB Xa, pasal 114a, sehingga Bab Xa
erbunyi sebagai berikut:

BAII Xa

Hubungan Ke{a Antara DPRD dan Kepala Daerah

Pasal 1 14a

(1) Hubungan keq'a antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan
yang sejajar.

(2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam
bentuk:

a. persetujuan bersama dalam pembentukan perda;

b. penyampaian laporan keterangan pertanggungiawaban kepada DpRD;
c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
d. rapat konsultasi DpRD dengan kepala daerah secara berkala;ddn

' e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

. (3) Ayat (21 huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepalh daerah,

11



Pasal II
Peraturan DPRD Nomor.... Tahun 2015 ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan DpRD No.... Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor I Tahun bol4 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini dengan penempatannya dalam
kmbaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

Pada .. 2015

Diundangkan di Rembang

Pada tanggal ...........20 15

SEKRETARIS DAERAH

ttd
HAMZAH FAHONI, SH, M.Kn

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OI5 NOMOR....

'72
I



DTWAIT PERWAITILIIN RAI(YA:T DATRAII
IGBI'PATEN REUBAI{G

JI. P. Dlponegoro No. 88 Telp. (O29Sl 691194 Kode Pos
592L2 REUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2OI5

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DALAM MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD
NOMOR I TAHUN 2OI4 TENTANG TATA TERTIB DPRD

KABUPATEN REMBANG

Menimbang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

: a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah
Nomor 180/011979/2014 tanggal 2 Desember 2014,
perihal Klarifikasi Peraturan Dewan Perwakilan
Ralcyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun
2Ol4 tentang Tata Tertib Peraturan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang agar
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah ,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah
,sepanjang tidak bertentangan dengan Undalg -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

b. bahwa agar tata ke{a pembahasan Perubahan
Peraturan Tata ?ertib Dewan Perwakilan Ral<yat
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Rembang dapat berjalan lancar maka
perlu panitia khusus ;

c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimalsud
pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .



Mengingat :

Memperhatikan:

Menetapkan :

PERTAMA :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerin tahan Daerah,

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pe merintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat
Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010,
tentang Pedoman Penyusunan peraturan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rat<yat Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Tata TerLib Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Rembang.

I Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan
Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal
2 Januri 2015.

2. Hasil rapat Badan Musyawarah DpRD Kabupaten
Rembang tanggal 6 Januari 2015.

3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Ratcyat
Kabupaten Rembang tanggal 19 Januari 2015.

Daerah

MEMUTUSKAN

Membentuk Panitia Khusus Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas
Perubahan Peraturan Tata Tertib DpRD Kabupaten
Rembang Nomor I Tahun 2014 .

Pimpinan dan Keanggotaan panitia Khusus sebagaimala
dimaksud dalam dil:tum PERTAMA tertuang dalam
lampiran keputusan ini.

KEDUA :



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Panitia Khusus bertugas membahas Rancangan
Perubahan Peraturan Tata Tertib DpRD Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2014 .

Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan
Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Segala biaya yang timbul akibat adanya
dibebankan pada Anggaran pendapatan
Daerah Kabupaten Rembang.

dalam Rapat

Keputusan ini
dan Belanja

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

Ditetapkandi: Rembang
pada tanqgal : 19 Januari 2015

AKILAN MKYAT DAERAH
ATEN REMBANG

akilKetua, 
)-

wAN.S.H.,M.H.



Ia.mpiran I :

XEAITGq}TAAX PAIYITTA IIHUSUS
DPRD NABT'PATEI{ REMBAI{G

Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal :19 Januari 2015
Nomor : Tahun 2015

NO. NAMA KEDUDUKAN KETERANGAN

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
l4
15
l6
t7
18
19
20

21
22

ZNMUL UMAM NS
MOHAMMAD ASNAWI,S. Pdi.
NUR HASYIM
HENRY PURWOKO,S.Pd.
SULISTYO WETI ARIANI
MOHAMMAD ANSORI
EDI KARTONO,S,Pd.M.H.
H. HARNO,S.E.
H.ISLAHUDDIN
MUGTYARTO,S.T.
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BERITA ACARA
RAPAT PEMITIHAN PIMPINAN PANSUS

DEWAN PERWAKII.AN MKYAT DAEMH KABUPATEN REMBANG

iloMoR I tTol oq nors.

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Lima
Belas bertempat di ruang Komisi D, dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) peraturan DpRD
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DpRD Kabupaten
Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang membahas Rancangan peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Atas perubahan peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor l Tahun 2014 tentang
TataTertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus dihadiri oleh Anggota panitia

Khusus dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang
membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Atas Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang TataTertib Dewan Penvakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

,. 7. a!.nr1 9........-u-. s.vt ayl
,.t!!ffi -.4!t*0...*Sp.A.w.l,..:.si

M}

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 19 Januari 2015

1. Ketua

2. WakilKetua

Pimpinan Rapat,

{e-
ZAMUL (lf4H t.rl.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

tl. P. Diponegoro No.88 Tetp. [0295) 6gLtg4 Kode pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL ( II )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS

PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2OI4
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

I. JENIS RAPAT

SIFAT RAPAT

ACARA RAPAT

l. Pembukaan;

RABU
28 Januari 2015

09.30 wrB.

Gedung DPRD Kabupaten Rembang

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Rembang

Terbuka

2. Penyampaian Laporan Panitia Khusus atas Rancangan

Peraturan DPRD atas Perubahan peraturan DPRD Nomer I

Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan peraturan

DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomer I Tahun 2014

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

4. Permintaan Persetujuan Rancangan peraturan menjadi

Peraturan DPRD;

5. Penutup;

II.

IIL



IV.

v.

PIMPINAN RAPAT

I. Nama : H. MAJID KAMIL Mz
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

SEKRETARIS RAPAT
l. Nama : DTs.ACHMADMUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

vI. JUMLAHANGGOTA

1. Fraksi Persatuan pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

ANGGOTA YANG HADIR

l. Fraksi Persatuan pembangunan

2. FraksiDemokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. FraksiGerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. FraksiHarapan

Jumlah

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK IIADIR
l. Fraksi Persatuan pembangunan

2. Fraksi Demokrat

: l0 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 8 orang

: 5 orang

: 4 orang

:4 orang

VIL

:45 orang

: 8 orang

:3 orang

: 2 orang

: 5 orang

:4 orang

:3 orang

: 4 orang

:29 orang

:2 orang

: 5 orang



3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

JALANT\TYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

: 4 orang

: 3 orang

: 1 orang

: I orang

: - orang

: 16 orang

IX.

LAGU INDONESIA RAYA

Ass alamu' alai kumWn lltb.

Yang terhormat

Yang saya hormati

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Rembang

Sekretaris DPRD beserta staf

sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Alrah -SWT

Tuhan Yang Maha Esa, marilah untuk tidak henti_hentinya kita
memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya, karena atas rahmat dan hidayah
yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Rabu tanggar 2g Januari
20l5kita masih berkesempatan meraksanakan dan mengikuti rapat
paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan peraturan DpRD Atas
Perubahan Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Rembang.



Rapat Dewan yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan, bahwa Rancangan peraturan DpRD Atas

Perubahan Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014 tentang Tata tertib

DPRD Kabupaten Rembang dibahas oleh panitia Khusus DpRD, yang

dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada tanggal l9 Januari

2015. Hal tersebut sesuai amanat pasal 49 ayat (2) peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor I Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Atas dasar jadwal yang ditetapkan oreh Badan Musyawarah pada

tanggal 6 Januari 2015, panitia Khusus pada tanggal 20 Januari 2or5
melakukan pembahasan materi muatan Rancangan peraturan DpRD atas

Perubahan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 20r4, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2014, perafiiran pemerintah Nomor 16 Tahun 2010
serta Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor r rbhun
20l4.Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2or5 pimpinan pansus

melakukan sinkronisasi hasil pembahasan rancangan tersebut beisama
dengan Badan Legislasi Daerah Kabupaten Rembang. Ucapan terima
kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada

Panitia Khusus yang terah bekerja keras dalam membahas Rancangan

Peraturan DPRD Atas perubahan peraturan DPRD Nomor I Tahun 20r4
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Pada Pasal 80 ayat (l) huruf c peraturan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor l tahun 2014 tentang Tata Tertib D.RD Kabupaten
Rembang dijelaskanbahwa " Rapat p aripurname me nuhi kuorum apab ila
rapat dihadiri oleh lebih dari % (satu perdua) iumrah anggota D\RD



untuk ropat paripurna DPRD selain rapat untuk mengambil persetujuan

atas pelal<sanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil

keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati,

memberhentikon pimpinan DPRD, menetapkan peraturan daerah dan

APBD".

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah

sebanyak 29 orung. Berdasarkan jumrah fisik anggotayanghadir dan

dengan merujuk Pasal 80 ayat (l) huruf c tersebut, maka rapat paripurna

ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan

pukul 11.15 WIB Rapat

terbuka untuk umum.

mengucap " Bismillahirrohmanirrohim,' tepat

Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan yang berbahagia.

Sebelumberlangsunglebihlanjutakansayabacakansusunan acara

dalam Rapat Paripurna hari ini sebagaimana yang diagendakan dalam

rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 6 Januari 2015 sebagai berikut :

Pembukaan;

Penyampaian Laporan Panitia Khusus Atas Rancangan peraturan

DPRD;

Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan peraturan

DPRD Atas Perubahan peraturan DpRD Nomor I Tahun 2014

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

l.

2.

3.



Permintaan Persetujuan Rancangan Peraturan DPRD menjadi

Peraturan DPRD;

Penutup.

RapatDewan yang terhormat.

Marilah kita masuk acara yang kedua, yaitu ,, penyampaian

Laporan Ponitia Khusas Atas Rancangan Peraturan DpRD,'. -

Kepada Ketua Panitia Khusus dimohon untuk menyampaikan

laporannya. ( Sdr. Zaimul Umam. NS )

Dipersilahkan.

-=-LAPORAN PANITIA KHUSUS=:-

( Penyampaian Laporan Panitia Khusus Atas Rancangan

Peraturan DPRD terlampir)

Terima kasih Saudara Wakil Ketua Pansus atas laporannya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya kita masuk acara yang ketiga yaitu ,, penyampaian

Pendapat Fraksi terhadap Rancangan peraturan DpRD Atas

Perubahan Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Rembang,,.

Agar pelaksanaan penyampaian pendapat fraksi ini nantinya

berjalan dengan tertib, saya minta kepada juru bicara dari masing-masing

fraksi yang ditunjuk untuk menunjukkan jari terlebih dahulu.

4.

5.



l. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

2. FraksiDemokrat

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: Muhammad Anshori

: lr. H. Sunarto

: Muhammad Asnawi, S.Pdi

: Donny Kurniawan, SE.MM

: H. Yudianto, SH

: Gatot Paeran, SH. MSi

: Paramita Prapanca ANR,SPd

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi partai

Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

=:=: PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI

PENDAPAT FRAKSI

Terimakasih saya sampaikan kepada juru bicara masing-masing

fraksi atas penyampaian pendapat fraksi terhadap Rancangan peraturq.4

DPRD.

NAMA FRAKSI
PERSETUJUAN
SETUJU

DENGAN
CATATAN

Fraksi Partai Persatuan

Kebanekitan B
Fraksi PDI Perjuangan
Nasdem
Fraksi Partai Gerakan

Fraksi Karya Sejahtera

TIDAK
SETUJTl



Rapat Dewan yang berbahagia.

Kita masuk acara terakhir, acara keempat yaitu " Permintaan

Persetujuan Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD ".

Setelah mendengar penyampaian pendapat dari masing-masing,

fraksi sebenarnya sudah dapat kita simpulkan apakah Rancangan

Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang hasil kerja panitia

Khusus dapat disetujui menjadi Perda atau ditolak. Namun berdasarkan

aturan, bahwa disetujui atau tidaknya Rancangan peraturan DpRD

menjadi Peraturan DPRD tergantung darikeputusan anggota DPRD

dalam memberikan persetujuan pada rapat paripurna.Untukitu saya

tawarkan kepada sudara-saudara Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat

Paripurna hari ini:

" Apakah Rancangan Peraturan DZRD Atas perubahan

Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib DZRD

Kabupaten Rembang sebagaimana fotocopy yang berada di tangan

saudara-saudara dapat disetujui menjadi peraturan DhRD ? ".

=: SETUJUUU:
( Dengan suara bulat semua anggota DpkD menyetujui )

( Ketuk palu I kali )

Rapat Dewan yang berbahagia.

Dengan telah diberikannya persetujuan atas Rancangan peraturan

DPRD menjadi Peraturan DPRD oleh anggota DpRD, maka selesai



sudah acara rapat paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan

mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat

paripurna hari ini.

Akhirnya dengan mengucap uAlhamdulillaahirobbil,alamiin,,

tepat pukul 11.55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan

ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalaamu' alaikum Wn Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA, SEKRETARIS,

rTf 

--H. MAJID KAMIL MZ
Pembina tama Muda

NIP. 1 198803 l01l



LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL ( II )
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS
PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR I
TAHUN 2OI4 TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN REMBANG

LAMPTRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;

Penyampaian Laporan Panitia Khusus atas

Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan

Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Pendapat Akhir Fraksi- Fraksi DPRD atas

Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan

Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Rancangan Peraturan DPRD Nomer.........Tahun
2015 atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor I

Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang ( Hasil Pembahasan

Panitia Khusus )
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I)AI,.\[I RANGKAN PI|ITSE'I'I IJUAN PERT\TIJRAN DPRD ATAS PERUBAHAN PERA'I'URAN DPRD

NO I TIiN-I'ANG'IATA TER'I'IB DPRD KABUPATEN REMBANG

IIARI/TANGGAL : RABU' 28 JANUARI :0t5
PUKUL : 09.30 WIB
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LAPORAN PANITIA KHUSUS
MEMBAIIAS RAT{CANGAN PERUBAIIAI{ ATAS PERATURAN DPRD I(ABUPATEN

REMBAITG I{OMOR 1 TAHUN 2014 TEITTANG TATA TERTIB DPRD..
I(ABUPATEIT REMBANG

Tanggal: 28 Januarl 2O15

Assaiaamu'alaikum Wr.

Yang saya hormati

Yang saya hormati

wb.

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD besrta Staffnya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Terimakasih kita ucapkan kepada Allah swr yang telah melimpahkan Rahmat
dan Hidayahnya sehingga kita semua diberikan nikmat yang tiada terkiranya yaitu
kesehatan untuk dapat mengikuti Rapat paripuna dalam rangka persetujuan
Rancangan Perubahan Atas peraturan DpRD Kabupaten Rembang Nomor I Tahun
2014 tentang Tata Tertib DpRD Kabupaten Rembang menjadi peraturan DpRD
tentang Perubahan Atas peraturan DpRD Kabupaten Rembang Nomor i rahun 2014
tentang Tata Tertib DpRD kabupaten Rembang.

Terimakasih kepada pimpinan Rapat atas waktu yang diberikan pada kami
untuk melaporkan hasil pembahasan panitia Khusus DpRD daram membahas
Perubahan Atas Peraturan DpRD Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2014 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih
kepada Bapak dan Ibu Anggota pansus yang telah meruangkan waktunya untuk
dapat menyelesaikan tugas yang kami terima.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berikut ini akan kami laporkah
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun
Rembang hasil dari Pembahasan kami.

Rancangan Perubahan Atas peraturan DPRD
2014 tentang Tata Terrib DpRD kabupaten

1. DASAR
1. Surat Keputusan DpRD Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2or5 tentang

Pembentukan pimpinan dan Keanggotaan panitia Khusus DpRD Kabupaten
Remba,g dalam membahas perubahan peraturan Tata Tertib. DpRD Nomor 1Tahun 2014 tentang Tata Tertib DpRD kabupaten Rembang.

2' Surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor r8o/011979 perihal HasirKlarifikasi peraturan DpRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertru opnbKabupaten Rembang.

Page 1



3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunar
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dar

Walikota.
PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undanl
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DpRD Kabupater
Rembang.

6.

7.

2. PANITIA KHUSUS
Susuna, Panitia Khusus DpRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertil

DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Zaimul Umam NS
Mohammad Asnawi, S.pdi
Nur Hasyim

. Henry purwoko, S.pd

. Mohammad Anshori
o Edi Kartono, S.pd, M.H
. H. Hamo, SE
. H. Islahuddin
o Mugiyarto, ST
o Widodo
. Donny Kurniawan, SE.M.M
o Ali Ircham, ST
. Jasmani
. Mohammad Imron
. Ilyas
. H. Chasanuddin
. Puji Santoso, Sp, M.H
. Sukarmain
. Paramita prapanca A.N.R, S.pd
. Gatot paeran, SH, Msi
o H. Joko Suprihadi, SH

3. PEMBAHASAN

a

a. Waktu Pembahasan

Pembahasan perubahan Atas peraturan DpRD Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2014 rentang Tata Tertib DpRD Kabupaten Rembang
dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 20 Januari 2015 pada pukul 11.30
WIB sampai dengan selesai dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 26
Januari 2ol5 Rapat pimpinan pansus dan Badan r,egislasi Daerah daram

Page 2



rangka Sinkronisasi Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1

Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

b. Hasil Pembahasan
Perubahan kami lakukan atas

Daerah menjadi Draft Rancangan
Perubahannya sebagai berikut :

Draft Rancangan dari Badan l,egislas
hasil Pembahasan Pansus, adapur

1. Konsideran pada Mengingat pada Draf yang berbunyi :

Mengingat: l. Pasal 1 ayat (2), pasal 19 ayat (l), pasal 20A, pasal 21, pasa

228 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesir
Tahunt945;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik;
4. Undang-Undang Nomor g Tahun 2Ol2 tentang pemilihar

Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerai
dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentanf
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengar:
Peraturan pemerintah pengganti Undang_undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang_undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;

6.Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kineda Instansi pemerintah;

7. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan pemerintah Daerah Kepada pemerintah,

Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan
Informasi Laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah
kepada Masyarakat;

8. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2OlO tentang
Pedoman penyusunan peraturan Dewan perwakilan Ralcyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Konsideran pada Mengingat setelah pembahasan pansus diubah dan
berbunyi sebagai berikut
Mengingat: 1. pasal 1 ayat (2), pasal

228 Undang_Undang

Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 15

Penyelenggara Pemiiihan Umum;

Tahun 2011 tentan!

19 ayat (1), Pasal 20A, pasal 21, pasal

Dasar Negara Republik Indonesia
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2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentanl

Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 1 tentang Partai Politik;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihar

Anggota Dewan Perwakilal Ralryat, Dewan Perwakilan Daeral

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentanl
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengar
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomo

23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerlntah penggantl Undang-undang Nomor I
Tahun 2O14 tentang pemllihan Gubernur, Bupati, dar
Wallkota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun . 20O6 tentanl
Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi pernerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporar:
Penyelenggaraan pemerintah Daerah Kepada pemerintah

Laporan Keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah, dar:
Informasi Laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah
kepada Masyarakat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan peraturan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Dewan perrakllan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2O14 tentang Tata Tertib Dewan
Perrakllan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

2. Ketentuan Pasal 9 dari Draft yang berbunyi :

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk perda bersama bupati;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai

APBD yang diajukan oleh Bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan ApBD;
d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhenlian kepala daerah

dan/atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melarui
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gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan Qan/atau
pemberhentian;

e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah

terhadap rencana perjanjian intemasional di daerah ;

f. memberikan persetujuan terhadap rencana ke{a sama internasional
yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;

E. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan
daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat
dan daerah;

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang_undangan.

Ketentuan Pasal 9 seterah pembahasan pansus diubah da-n berbunyi sebagaberikut: 
pasa.r 9

(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang;
a. membentuk perda bersama bupati;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda

mengenai ApBD yang diajukan oleh Bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan

APBD;

d' meml[h BupaH, apabila bupatr berhentr atau 'dlberheirttt<an
berdasarkan putusan pengadllan yang telah mempunyal
kekuatan hu&um tetap dan slga mara Jabatannya lebth dart 1g
{delapan belas ) bulan;

e.mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam
negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan/atau pemberhentian;

f. memberikan pendapat dan perlimbangan kepada pemerintah
daerah terhadap rencana perjanjian intemasional di daerah ;

g. memberikan persetujuan terhadap rencana keq.a sama
intemasiona.l yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;

h. meminta laporan keterangar pertanggungiawaban bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
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i. memberikan persetujuan terhadap rencana ke{a sama dengan

daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani

masyarakat dan daerah;

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pe{anjian internasional sebagaimala dimaksud pada ayat (l) huruf I

adalah perjanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang

berkaitan dengan kepentingan daerah.

(3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
g adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri
yang meliputi kerja sama propinsi, kabupaten ukemba/, kerja sama
teknik termasuk bantuan kemanusiaan, keq.a sama penerusan
pinjaman/ hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

3. Ketentuan Pasal 87 ayat (3) huruf A dari Draft:
(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. Dalam har rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah
dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
a. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna merigenai

rancangan peraturan daerah;

b. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan
daerah;dan

c. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap
pemandangan umum fraksi.

Ketentuan Pasal 87 ayat (3) huruf A seterah pembahsan pansus diubah
sehingga berbunyi

(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
A. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasar dari kepara daerah

dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripuma mengenai

ranc€rng€rn peraturan daerah ;

2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan
daerah;dan

3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap
pemandangan umum fraksi.
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4. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 120

(11 Dalam hal terJadl kekosongan Bupatl, yang dlangkat berdqsarkan

Undang-undang IYomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerlntahan

Daerah, Ulakll Bupatl menggantlkan Bupatl sampal dengan berakhlr

masa Jabatannya sesual dengan peraturan perundang-undangan.

(21 Dengan berlakunya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini, maka Peraturan

DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 beserta peraturan
perubahannya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Adapun hasil akhir sebagaimana foto copy yang telah saudara j saudara
terima.

Demikian laporan dari kami sebagai panitia Khusus dalam membahas
Rancangan Peraturan DPRD tentang perubahan Atas peraturan DPRD
Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2014 tentang Tata ?ertib DpRD
Kabupaten Rembang dalam menyusun dan membahasnya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Rembang, 28 Januari 2015

PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua wakil Ketua

a-a

ZNMUL UMAM NS

a
MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi
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PEM ERINTAH I(ABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 591194 Kode Pos 59211

REMBANG

I
i

I
i

i'i
I
I

,

PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUP/\TEN REMBANG

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR l TAHUN 2014

TENTANG TATA ]'ERT]B DPRD KABUPATEN REMBANG

Selasa, 28 }ANUARI 2014

Dibacakan oleh : M. ANSHORI, SH

Oa o rzlanu a,kttfutrn Aaatfrn*llaft trularufr aAtfr . - ..

Seknat pa4i, 1ar4 Sab.t azitt/,tota. hri Oilo ozrrr4a . . ..

, w sit,?24.i7? wmc,{w RwrT//. . . . .

Alhomdulillohi Robbit o'lamiin, osholatu wossolamu o'ta Asytofil Ambiyoi wolmirsolin, Sa,yyidino

Womoulano Muhommodin, wo'olo oli,\i wosohbihi ojmo'iin..., Ammo bo'du ...



I

Yang komi hormoLi :

a Sdr. Pimpirran dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang

r) Sdr. Sekretaris Dewan beserta Staf , yang kami hormati.

Mengawali pendapat sraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang ,perubahan Atas

Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, terlebih

dahulu marilah kita tatr herrti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadtirat ILAHI

ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakin pada

kita, sehingga sampai hari ini, kita masih diberikan kesempatan menghadiri Rapat Paripurna DPRD

ini, dalam keadaar, sehat Wal afiat tidak kekurangan suatu apapun. I

Sholawat dan salam, semoga tatap, lgrqu136kan pada junjungan nabi besar kita,

MUHAMT\4AO SAW sebagai penegak risalah hingga yaumilakhir.

Sclr. Pimpinon dun segenap Sidong Dewan yang kami Hormati,..,

Kami dari Fraksi Pa!'tai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada seluruh

rekan-rekan Paneus, yang tetah bekerja keras, sehingga pembahasan terhadap Rancangan

Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor L l'ahun 2014, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang ini, terselesaikan sesuai waktu yang dijadwalkan.

Sidang Dewon yong kami hormoti.....,

Selanjutnya kami, dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, menyampaikan pendapat

bahwa, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim,... Menyetujui, Rancangan Perubahan atas

Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014, tentarrg Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, untuk

'ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Tahun 2(1L5, dengan segala perubahan, baik penambahan

dan pengurangan didalam pemba hasa nnya.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pem ba ngu nan, Tenta ng peru ba ha n Atas Peratu ra n

DPRE Nomor l Tahun 2014, tentang Tata Tertis DPRD Kabupaten Rembang,.

Trima kasih atas perhatianya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

Wallahul Muwafiq lla Aqwa m itthoriiq.......



Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabaroliaatuh,....

Rembang, 2l januari 2015

PIMPINAN FRAI$I PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIS

<iry
ZAIMULUMAM NS

0mry
SUGIHARTO

I

I



DEWAN PERWAKITAN RAKYAT DAEMH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT
)1. Diponegoro No. BB Rembang

Telp. (0295) 69LL94; 693290; 69329L

PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT

TERHADAP MNCANGAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN

PEMTURAN DPRD NOMOR l TAHUN 2014 TERHADAP TATA TERTIB

DPRD KABUPATEN REMBANG

Rabu, 28 fanuari 2015
Dibacakan oleh : Ir. H. SUNARTO

Assalamualqikum Wn Wb,

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

2. Sekretaris DPRD

Mengawali penyampaian pendapat Fraksi kami ini, marilah kita selalu

memanjatkan puji syukur pada Allah, Tuhan Maha Pemurah dan

Penyayang yang memberi kita Hidayah, Inayah dan Rahmat, Sehingga Kita

' dapat berkumpul dan melaksanakan tugas, dengan semangat itu semua

dari Kemurahan Allah, Kita juga sebagai Umat beragama dan insan yang

bertaqwa kepadaNya tidak henti-hentinya memanjatkan Do'a, semoga

isetiap langkah dan aktifitas kita selalu dalam lindungan dan RidhoNya

serta selalu mendapat Berkah dan tidak kurang apapun.

Syukur'Alhamdulillah tahapan demi tahapan pembahasan mulai awal

sampai selesai berjalan dengan baik dan lancar sehingga bisa diselesaikan

sesuai jadwal.



Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohiim kami Fraksi DEMOKRAT

Menyetuiui Rancangan Peraturan DpRD Atas perubahan peraturan DpRD

Nomor 1 Tahun 2014 Terhadap Tata Tertib DpRD Kabupaten Rembang

Menjadi Peraturan DPRD Atas perubahan peraturan DpRD Nomor 1

Tahun 20L4 Terhadap Tata Tertib DpRD Kabupaten Rembang.

.Dengan menyampaikan pendapat Fraksi demokrat ini, Kami memberikan
saran, pendapat dan masukan :

1. Dengan disetujuinya pERpU DpR maka kami

undang dibawahnya mengikuti supaya tidak

tindih diantara undang-undang itu sendiri

Demikian pendapat fraksi demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada

Saudara Ketua dan para wakil ketua DpRD dan Segenap Anggota Dewan

Yang Terhormat, Kami ucapkan terima kasih terah mengikuti dengan

seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa

senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan

kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah...

Wqssalamu'al oikum Wr. Wb

Rembang, 28 fanuari 2015

FRAKSI DEMOKMT
DEWAN PERWAKITAN MKYAT DAEMH

KABUPATEN REMBANG

KETUA SEKRETARIS

i. HIKMAH PURNAMAWATT, SH.

mohon undang-

terjadi tumpang

+

9;
EDI KARTONO, Spd, MH.



PENDAPI.T AKH!R

FRAKSI PARTAI KEB,qNGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
uiudap

RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRO

NO 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

disampaikan oleh .AStlAWl, S.Pd.l

Pada Sidang Paripuma DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 28 Januari 2015

Assalamu'alaikum wr wb.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewar,;

Mengawali pendapat fraksi ini perkenankaniah kami menghaturkan Puji Syukur kehadirat

Allah SWT Atas segala limpahan rahmat Taufiq dan Hidayahnya sehingga sampai saat ini

kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-t lYA. Sholauat dan salam senanliasa

kita haturkan kepada baginda Nabi Besar ['luhanrmad SAW

Sldang dewan yang terhomat,

Kami ucapkan Terima kasih kepada Saudaru Pimpinan yang memberikan

kesempatan kepada FPKB untuk menyampaikan pendapat kami tentang PANCANGAN

PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN PEMTUMN DPRD NO 1 TAHUN 2014

TENTANG TATA TERTIB DPR) KABUPATEN REMBANG. Kami Juga berterima kasih



kepada para seluruh anggota DPRD khususnya anggota Pansus yang membahas

peraturan DPRD ini.

Dengan adanya peruhahan ini, kami berharap bisa menjadikan DPRD Rembang

lebih berkomi'rmen uqtuk selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan sepenuh hati

dan menjadikan pegangan dalam menjalankan tugas serta fungsi DPRD Rembang.

Maka dengan mengucapkan BISMILLLAHIROHMMNIRROHIM kami FPKB

MENYETUJUI RANCANGAN PERATUMNI DPRD ATAS PERUBAHAN PEMTUMN

DPRD NO 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG.

Sidang dewan yang terhomat

Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar - besamya .

Wallahul Muwaffiq llaa Aq wamittorierl

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

llyas
Sekretaris



rRAI(SI PDI PEIT.IT]ANGAN NASDEM
DPRD KAI}TI PATEN REMBANG

.ll. Diponcgoro No. lJ8 Ilenrbang

L:l!pAPAL&rJilB
FRAKSI PARTAI DEI/OKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PEF.WAKIU\N RAKYAT DAEMH IGBUPATEN REMBANG

IlnHeoAP

H rsil pembahasan PANSUS terhadap Tata Tertib'DpRD Kabupaten Rembang

Dibacakan Oleh : DONNY I{URNIAWAN SE, MM

A s s a I a m u' al a iku rn wa ro h m atu I lah i v n ba rokatu h

Salam sejahtera bagi kita semua
MERDEKA.....!!!

Y.,lng terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rernbang
Yang terhormat, P;mpinan Beserta Segenap Anggota DpRD Rembang
Ya g terhormat, Sekret.rris Daerah Kabupaten Rembang
Yang terhormat. Muspida Kabupaten Rembaag
Yang terhormat, Ketua Pengadit;an llegerr Rembang
Yirng terhormat, Ketua Pengadilan A.gama Rr-,mbang
Yar,g terhormat, .!taf Ahri, Asisten Brrpati, Kabag dilingkungan setda Kab. Rembang
Yang terhormat, Kepara Dinas, Bad6n, Ka|ltor dan camat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Ltndangan yang Berbahagia

Tullr( YrqE
Puji syukur kanri parrjatkan kehadirat lll-ahF*€bbi yang telah memberikan kesempatan,
ken,udahan dan kenrkmatan hidup. AIah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan
berbagai berkah sehingga dipagi ini kami mampu menghadirkan pendapat Akhir Fraksi pDl
Perjuangan Nasdem terkait hasil pemahasan Pansus terhadap Tata Tertib DpRD kabupaten
Rembang

Kanti dari fraksi PDI Perjuangan Nasd.'rn sa,rgat mengapresiasi atas kinerja pansus Tata Tertib
yanrl telah bekerja dengan baik. Kanri ,ugr sangat berterima kasih kepada semua anggota
Pansus yang telah sungguh - sungguh me:akukan pembahasan terhadap Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang ini.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem rrendukung dan menyetujui hasil dari pembahasan
yang te;ah dilakukan semua anggota pansus sehingga Rancangan peraturan tentangTata
Tertib DPRD Kabupaten Rembarrg dapat sel4sai tepat waktu.



oer,rikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terhadap hasil pembahasan
rancangan peraturan tentang Tata tertib DRPD Kabupaten Rembang.

Billahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaikum wr. lM.

MERDEKA.!I!

FRAKSI PDI PERruANGAN }{ASDEM
DPRD KAB REMBANC



PENDAPI\T AKHIR
FRAKSI IARTAI GERAT.AN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERIIADAP

PERUBAHAN ATAS PERATI.'RAN DPRD KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2OI4 TEIYTAIIG TATA TERTIB DEWAN

PERWAKIL,\N RAKY,T T DAE RAII KABUPATEN REMBANG

PA]RTAI

GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

REMBANG, 28 JANUARI 2OI5



FTTAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KI.BUPATEN REMBANG
.Il.l'.Diponegoro No.88 Rernbang ( 0295) 691194 Kode Pos 59251

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI T,ARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KARUPATEN R.EMBANG

TERIIADAP

PERUBAI{AN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
NOMOR I TAHUN 2OT4 TENTANG TATA TERTIB DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Disampaikan ol':h : Puji Santoso

Pa,la sidang paripuma DPRD K:rbupaten Rembang. Rabu 28 Januari 2015

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesit Raya

Yang terhormat Sdr. PIt. Bupati Remhang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

yang kami hoimati Sdr. Para Anggota Forpirnda dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;

Yang kami hormati Sdr. Para Komanoar / Keprrla Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingk'rngan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se-

Kabupaten Rembang;

Y:urg Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, War:awan, Para Pimpinan Omras. Organisasi

Wanita, LSM Serta Undangan Sekalirn Yang b,:rbahagia.

Mcngawali penyampaian lrendapat ::khir lraksi l,artai ocrakan Indoncsia ltaya

tc;hadap llancang:ur Pcraturan DPRIr Kabu,ratcn Rcnrbang. kanli tiada lupa nrcngajak kita

semua senantiasa bersyrkur kepada hllal Sr vT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan



karuniaNya sehingga ldta bisa melaksanakan ) i.apat paripuma hari ini dengan baik dan lancar.
Sholawai dan salam senantiasa kia sampaika.r kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad
sAw.

Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Dalam proses pembahasan Rrncirngan peraturan DpRD Kabupaten Rembang tentang
Perubahan atas Peratuan DPRD Kabupaten Rembang Nomor I tahun 2014, kami memberikan
apresiasi yang setinggi-tinggi kepr.da pimpinan dan anggota pansus yang telah membahas
rancangan peraturan DPRD rembang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kami berharap
agar kita semua bisa mcnjalankan tata tert:b yang baru ini sehingga kegiatan DpRD Kabupaten
Rembang bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Dengar mengucap Bismillahirrohmanirnthim, kami Fraksi partai Gerakan tndonesia

Raya menyerujui Rancarrgan peraturan DpRD Kt bupaten Rembang tentang perubahan atas

Pcraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor I tahun 2014 yang telah dibahas dalam pansus

untuk ditetapksn menjadi Peraturan DpRD Kabupaten Rembang.

Demikian pendapat akhir kmi, Atas scgala kekurangannya disampaikan permohonan

maaf dan teri.na kasrh. semoga Allah swr selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi
kita sentua. Amiiin...

llass alo m u'ola!.k um lf r. W.

FRAKSI PAR DPRD REMBANG

TTD

HERI KUNNIAWAIII. SE.

X.etua

t

Sekretaris

Rembang, 28 Januari 2015
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DEWI.N PERWAKILAN MKYAT DAERAH
XABUPA'I'EN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretaiiat Jl.D:ponegcro No 88 RembanS - Telp (0295) 693290

PT NDA2AT FF,AKSI
TERHADAP RAN(,ANGAN PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DPRD TAB. REMBANG NO. 1 TH. 2014
TENTANG TATATERTIB UPRD KABUPATEN REMBANG

Assalomu 'aloikum tr. wb.

Pimpinon rapot, rekon-rekan h.ggotb DPRD don Sekretoris Dewan dengan

:egenop jojoron yang komi hormoti.

Mengawali pendapat fraksi ini, k.trni rnenyampaikan penghargaan dan terima

kasih atas kerja rel<an-rekan Pansus Peru,rahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang yarg telah selesai membahas Rancangan P'rrubahan Peraturan Tata Tertib

DPRD ini. Pada dasarnya kami sependapat atas penetapan Rancangan Perubahan

Peraturan DPR) ini rnenjadi Perat,tr an DPRD sehingga kita memiliki Peraturan Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembirng yang baru.

Namun, dengan ditetapka.rnya PERPPU No 1 Th 2014 tentang PILKAD/, dan

PERPPU N(). 2 Th i014 tentang Pernerintah Daerah lengkap dengan revisi-nya nanti

kita harus mengikuti perkembangannya dcngan seksama. Apabita nanti Peraturan

DPRD kita ini tidati se5rai dengan peraturiln perundangan diatasnya, maka kita harus

siap merevisi kemb,rli Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini demi

l<esempurrraan.

Demikiarr apab:ta ada hat-hat yang kurang berkenan mohon maaf sebesar-

besarnya. Rohoyu ingi<ong somi pinnggih.

Wo ssolamu' o t.tikum wr.'wb.
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FI"AKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPATFRAKSI

TE[.HADAP

RANCANGAN PIIRATURAN DPRD

ATAS EERUBAHAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN

PERATURAN DPRD NOMOR I TAHUN 2OI4 TENTANG

TATA TERTIB DPRD }IABUPATEN REMBANG

Dibacalran Oleh :

Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.pd.

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabuoaten Rembang

Sekretaris DPRI) dan hrrdirin ya'g berbahagia.

Assalaam u'alaik u m W i, Wb.

syukur Alharndulillah kita panjatl,an ker,adirat Allah .swr aras limpahan Rahmat

serta Karlnianya, sehingga pada hari ini kita, dapat menyampaikan pendapar Fraksi

terhadap Rancangan Perat':ran DPRD atas Perubahan Peraruran DpRD atas

Penrbahan Peraturan |.)PRL) Nomr,;' I .l-ahun 
2014 tcntang -t'ata -l'errih 

l.)pRl)

Kabupaten Rembang.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia.

Tata Tertib DPRD adalah suaEu aturan , ang mengikat dan menjadi landasan kerja

bagi segenap anggota DPRD untuk m,:laksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rchcrapa hal yang pcrlu kan:i sarnpaikan adalah :

l. Memperhatikan srn:ktur orgar-isasi yang ada di DPRD, menunjukkan bahwa

organisasi ini bersifat kolektif, baik saat pembenttrkan fraksi, komisi arau alat

kelengkapan lain. Pembeirtukan rJat-alat kelengkapan tersebut dengan



3.

memperharikan kon:igurasi antar partai politik yang mempunyai representa.ii

di dalanr insrrrusi DPRD. Llnruk iru kami mengharapkan segenap anggora

DIRD unruk senanriasa membangun komunikasi yang konstruktif
(:nusyawareh untuk mufakat). baik antara anggota, pimpinan atau alat
kelengkapan Komunikasi vang baik, rentunya akan menciorong prestasi kerja

yang baik pula.

Perlu disusun secara deril (bukan hanya jadwal kerja) rerapi juga rarger capaian

untuk se:iap alat kele.rgkapan, baik iangka panjang arau jangka pendek (l
tahun angg'aran) sesuai dengan fungsi nasing-masing. Menjadi satu hal yang

memprih;rtinl:an, jika insritusi ini hanya menjalankan rutinitas belaka tanpa

ada satu Froses perencanaan program kerja, pelaksanaan yang baik dan evaluasi

kerja.

Dalam peraruran ini telah disusun hubr ngan kemirraan antara t)pRI) dengan

Kepala Daerah. Hubungan tersebut berJasarkan atas kemirraan yang sejajar.

Kami mengharapkan semua plhak untuk senantiasa membangun komunikasi

formal ataupun i^rformal. Hubungan kerj r ini dibangun atas dasar kepercayaan

dengan tujuan bersama untuk memberik;tn hal yang terbaik bagi masyarakat

Pinrpinan sidang dan hadirin yang kami mrrlidran,

Harapan masyrrakar rerhadap institusi DpR D sangat besar, kami mengharapakan

kita bersama-sama dapat secara aktif me*,irjudkan harapan [ersebut dan secara

bersama'sama pula meningkatkan kualitas diri untuk menjadi agent of change

bagi Kabupaten Rembang yang baik. D:mikranlah pendapat dari Fraksi Harapan,

kami mensepakati rancangan ini menjadi peraturan DpRD untuk bersama-sama

kita paruhi dan kitajalankan dengan baik.

Bill c,hi t aut'iqwal h id ay ah.

Wa ssalaatn u'alaiku m Wanhmatullah i Wa bankatu h.



Rembang, 2 I Januari 201_)
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RA.\CANGAil

( rrAsIL PEMBATTASAN PANSUS I

PERATURAN DEWAN PERWAIilLAN RAKYAT DAER'.H

I(ABUPATEN REMBANG

Nomor: ,.,..,.. I'AHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAH ATAS PERATI'IIAN DPFD KABUPATEN REMBANG NOMOR

'rAlruN 2014 TENTAT{C TATA TERTTB DqWAN PERWAKILI\N RAKYAT

DAERAII I{ABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAXYAT DAERAH

I(ABUPATEN REMBANG

Menimbang: a. bahwa fungsi Dervan perwal<ilan Rakyat Daerah l(abupateir
Re mbang sebagai l,,mbaga legislatif d:harapkan dapar
mendukung pen_r,elerggaraan pemerintahan Kabupaten
Rembang yang tertib s,.suai dengan perundang_undangan .yang
berlaku;

b. bahrva dengan adanya klarifil<asi dari Gubernur Jawa Tengah
Nomor I 80/ 0 1 1979 periha I Hasir Klarifikasi peraturan D pRD

Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib DpRD Kabupaten
Rembang, Peraturan Tata lertib DpRD Nomor I Tahun 2014
perlu disempurnal<arr;

c. bahwa berdasarkan pe;limrrangan dengan huruf a dan b perlu
menetapkan peraturan DpRD tentang perub:.han Atas peratrlran
DPRD Nomor 1 Tahun 20i4 te,tang tata tertib DpRD Kabupaten
Rembang.

Mengingat : 1. Pasal I ay at (21, pasal 19 ayat (1), pasal 20A, pasal 21, pasal

228 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelerrggara

Pemilihan Umum;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 201 I tentang partai politik;
Undang-Undang Nomor g Tahun 2Ol2 tentang pemilihan
Anggota Dewan Perwal<ilal Rakyat, Dewan penvakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

J.

4.



7.

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintalr

Pengganti Undang-und:ing Nonor 2 Tahun 2Ol4 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pen rerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-undang Nomc,r 1

Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupatl, dan

Wallkota;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kine{a Instansi, Pemerintah;

Peraturan Pemerintah I.lomor 3 Tahu n 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintirh Daerah Kepada pemerirrtah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban hepala Daerah, dan
Informasi Laporan Penyelengga-aan pcmerintah Daerah kepada
Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20I0 tentang pedoman

Penyusunan Peraturan lrewan perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Dewan Perwukllan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Itlomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Ter b Dowan
Perwakllan Rakyat Daer..ah Kabupaten Rembar.g.

IT,tEMUTUSI(AN:

MenetapKan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKyAT DIiER,\H TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKLAN RAKYAT
DAERAH NOMOR I TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG.

. pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Dewan perwakilan Rakyat l)aerah Nomor 1

Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rarryat Daerah Kabupaten
Rembang, diubah sebagai berikut:

1' Ketentuan Pasal r angka 3,17 d,an '22 diubah, sehrngga pasar 1 berbunyi
sebagai berikut:

pasa_l 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang Cimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten RemL,ang.

6.

a

9.

10.



2. Pemerintah daerah adalah bupatr dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan di Lerah.

3. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten Rembang yang

berkedudukan sebagal unaur peyelenggara pemerintahan daerah

Kabupaten Rembang.

4. pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten

Rembang.

5. Kepala daerah adalah Bupati Rembang.

6. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Remoang.

7. Bupati adalah Bupati Rembang.

8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.

9. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.

10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rembang.

11. Komisi Pemilihan Umum yarg disingkat dengan KPU adalah Konrisi

Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.

12. Anggaran Pendapatan dan Bela:r;a Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Rernbang.

13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang

rrrencerminkan konfigurasi partai politik di Kabupaten Rerrrbang.

14. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang

1'ang bersifat tetap dan dibentuk o.eh DPRD Kabupaten Rernbang.

15. Badan Musyarvarah adalah alat kelengkapan DPP.D Kabupaten Rembang

yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rer,:bang.

16. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang

yang bersifat tetap dan dibent.rk oleh DPRD Kabupaten Rer^rbang.

17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan DPRD

Kabupaten Rembang yang bersifat tetap da:: dibentuk oleh DPRD

Kabupaten Rembang.

18. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang yar.g

bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD I(abupaten Rembang.

19. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang berfungsi

untuk memperjelas tugas dalam mengatur mekanisme kerja anggota

DPRD yang ditetapkan oleh dar: untuk kepentingan intern an€gota.

20. Kode Etik DPRD yang selanjutn va disebut Kode Erik adalah norma ./ang

wajib dipatuhi oleh setiap angg,)ta DI'RD selama menjalankan tugasnya



untuk menjaga martabat, kehormatarr, citra dan kredibilitas'

21. Awa.l Tahun Anggaran adalah bulan Januari'

22, Horl adalah harl kerJa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai beril:ut:

Pesal 3

11) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkeduCukan

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.

(21 Anggota DPRD adalah PoJabat Daerah,

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasat 7 berbunyi sebagai be;ikut:

Pasal 7

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ber;anji:

bahwa saya akan memer:uhi kewajican saya sebagai anggota /ketua /wakil
ketua DPRD Kabupaten llembarrg dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
sesuai dengan peraturan perundan-i-undangan, d:ngan berpedoman pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasa-' r'{egara Reprrblik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan ker,,ajibal a.kan bekega dengan sungguh-

sungguh, demi tegaknya kehidu;:an demokrasi, serta mengutamakan

kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan
golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi ralryat yang saya wakili untuk
mewujudkan tujuan nasional demi k.;penr.ingan bangsa dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia."

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Fasal 8 berbunyi sebagai berikut:
lasal 8

(1) DPRD mempunyai fungsi:

a. Pembentukan peraturan daert,h;

b. anggaran; dan

c. pengawas€rn.

(2) Fu.ngst pembentukan Perda sebagaimana dlmakgud pada ayat (1f huruf
a dllaksanakan dengan cara:

a. membahas bersama kepala daerah dan menyetuJui atau tldak



menyetujul rencangan Perda;

b. mengaJukan usul rancangan Perda; dan

c, menyuaun Program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah'.

(3) Program pembentukan Perda sebagalmana rllrnaksud pada ayat (2)

huruf c memuat daftar uruton dan prlorltas rancangan Perda yang

akan dlbuat dalam I (satul tahun anggaran.

(4) Dalam menetapkan Program pembentukan Perda sebagalmana

dimaksud pada ayat (31, DPRD melakukan koordlnasl dengan kepala

daerah.

(5) Fungsi anggaran sebagaimana dilnaksud pada ayat (l) hLrruf b di'rvujudkan

dalam bentult pembahasan rrntuk persetujuan bersama terhadap

Rancangan Perda tentang.IPBD yang diajukan oleh kepala daerah.

(6) Fungsi anggaran sel:agaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan

dengan cara:

a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan

itKPD;

b. membahas rErncangan Perda ter:tang APBD;

c. membahas rancangan Perda ter.tang perubahan APBD;dan

d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungau,aban pelaksaltaan

APBD.

(7) Fungsi pengawasan sebagaimarra climaksud pada ayat ( 1) hunrf c

diwujudkan dalam bentuk pengar\ asan terhadap:

a. pelaksanaan perda dan perbub:

b. pelaksanaan ketentuan peratlrran perundang-undangan lain te:kait

dengan pel,elenggaraan Pemerir:tahi.n Daerah;dan

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan.

(B) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dijalankan dalam

ke-angka representasi rakyat di daerah.

(9) Dalam rangka melaksanakan fu,rgsi sebagaimana pada ayat (1), DPRD

menjaring aspirasi masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbuny:. sebagai berikut:

Pasal 9
(1) DPRD mempunyai tugas dan we\r enang:

a. membentuk Perda bersama bupati;



b. membahas dan memberikan lrersetujuan ra,rcangan Perda mengenai

APBD yang diajukan oleh tsupati;

c. melaksanakan pengawasan ter hadap pelaksanaan Pe:'da dan APBD;

rl. memilih Bupatl, apabila bupatl berhenti atau diberhentlkan

berdasarkan putusan pengad tlan yang telah mompunyal kekurttan

hukum tetap dan slsa masa Je-batannya lebih dari 18(delapan belas )

bulan;

e. mengusulkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian kepala daerah

dan/atau w,akil kepala daerah kepada menteri dalam rregeri me:alui

gubemur untuk mendapatka'r pengesahan pengangkatan dan/atau
pemberhentian;

f. memberikan pendapat dan pr;11j66ar19;an kepada pemerintah dacrah

terhadap rencana perjanjian internasicnal di daerah ;

g. rnemberikan persetujuan terhaciap rr,nczrro. kerja sama internasional
yang dilakukan oleh pemerintair daerah ;

h. meminta laporan keterangaa pertanggungjawaban bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahar daerah ;

i. memberikan persetujuan terhrrdap rencara ker;'a sama dengan daerah

lain atau dengan pihak ket,ga yang membebani masyarakai dan

daerah;

j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur Calam ketentuan
peraturan peru ndang- undanga n.

(2) Perjanjian internasional sebagai:nana dimaksud pada ayat (1) huruf f
adalah pedanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan
dengan kepentingan daerah.

(3) Kerja sama intemasional sebagairnana dimaksrrd paCa ayat (1) huruf g

adaiah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak lr ar negeri yang

meliputi kerja sama propinsi, kabupaten 'kembar", kerja sama teknil<

termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/ hibah,
kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- u ndangan.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 24
(1) Setiap anggora DPRD Daerah mempunyai hak rnengajukitn rancangan

peraturan daerah.



(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud p:rda ayat (1), clisampaikan kepada

pimpinan DPRD dalam bentuk rance.ngan peraturan daerah disertai

penjelasan secara tertulis dan cliberikan nomor pokok oleh sekretariat

DPRD,

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD

disampaikan pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk
dilakukan pengkajian.

(4) Berdasarkan hasil pengkajian Bedan Pembentukan Peraturan Daerah,

pimpinan menyampaikan kepada rapat ppripurna DPRD.

7. I(etentuan Pasal 37 a1,at (l) d diuhah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 37

(1) Alar kelengkapan DPRD Daerah terdiri atas:

a. Pimpinan;

b. Badan Musyawarah;

c. Komisi;

d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

e. Badan Anggaran;

f. Badan Kehormatan; dan

g. alat kelengkapan lain ya:.rg diperlukan darr dibentuk oleh rapat
paripu rna.

(2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
bersifat kolektif dan kolegial.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

8. Keter.tuan Bagian Kelima diubah, sehingga Bagian Lelima berbunyi sebagai

berikut:

Bagian Kelima

Badan Pembenttrkan pe raturan Daerah

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga pasa- 52 berbunyi sebagai berikut:

I'asal 52
Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kerengkapan DpRD
yang besifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DpRD.



I0. l(etentuan Pasal 53 diubah, sehingga l'asal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukar- Peraturan Daerah

dibentuk pada permulaan masa keitnggotaan Deu'an Penvakilalr Rakyat

Daerah dan permulaan tahun sidang.

(2) Jumlah anggota Badan Pembenttrkan Peraturan Daerah sebanyak 1l

(sebeias) orang terdiri dari Fraksi l)artai Persatuan Pembangunan 2 (dua)

orang, Fraksi Demokrat 2 (dua) orang, Fraksi Partai Kebangxitan Bangsa 2

(dua) orang, Fraksi Partai Demokrasi lndonesia Peguangan Nasdem 2 (dua)

orang,Fraksi Partai Gerakan lrrdonesia Raya l(satu) orang, Itraksi Karya

Sejahteral (satu) orang dan Fraksi Harapan I (satu) orang.

(3) Jrrmlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan

dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah

anggota komisi.

(41 Jumlah anggota Badan Pembeatukan Peraturan Daerah setara dengan

jumlah anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.

(5) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan oleh masing-

masing fraksi.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pas.rl 54

(1) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu)

orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh

anggota Badan Pembentukan leraturan Daerah berdasarkan prinsip

musyawarah untuk mufakat.

(2) Sekretaris DPRD karena . jahal*rrry adalah sekretaris Be dan

Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota.

(3) Masa jabatan pimpinan Badan Pemhentukan Peraturan Daerah paling

Lama 2 % (dua setengah) tahun dan dapar dipilih kembali.

(4) Masa keanggotaan Badan Pemberrtukan Peratulan Daerah dapat diubah
pada setiap tahun anggaran.

12. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pa sal 55 berbunyi sebagai berikut:
PasJ 55

Badan Pembentukan Peraturan Dae:ah mempunyai tugas:



a. menyusun rancangan program Pembentukan Peraturan Daerah yang

memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta

alasannya untuk setiap tahun Einggaran di lingkurrgan DPRD;

b. koordinasi untuk penyusunan program PembentuLan Peraturan Daerah

antara DPRD dan pemerintah daerah;

c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPP.D berdasarkan program

prioritas yang telah ditetapkan;

d. melakukan pengharmonisasian, lembulata:r, dan pemantapan konsepsi

rancangan peraturan daerah yarg diajukarl anggota, komisi dan/atau
gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut

disampaikan kepada pirnpinan DFRD;

e. memberikan pertimbangan terha_dap rancangan peraturan daerah yang

diajukan oleh anggota, komisi dar,/atau gabungan komisi, di luar prioritas
rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan
peraturan daerah yang terdaftar dalar:r piogram pembentukan peraturan

Daerah;

f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan
komisi dan/atau panitia khusus;

g. memberikan masukan kepada pimpinan DpRD atas rancangan peraturan
daerah yang ditugaskan oleh Bada.n Musyawarah; dan

h. membuat laporan kinery'a pada n:.asa akhir keanggotaan DpRD baik yang

sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai

bahan oleh komisi pada masa kea:rggotaan berikutnya.

13. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (11) diubah, sehingga pasal 67 berbunyi
sebagai berikut:

. Pasal 67

(1)Jenis rapat DPRD terdiri atas:

a. rapat paripurna;

b. rapat paripuma istimewa;

c. rapat pimpinan DPRD;

d. rapat fraksi;

e. rapat konsultasi;

f. rapat Badan Musyawarah;
g. rapat komisi;

h. rapat gabungan komisi;



i. rapat Badan Anggaran;

j. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daorah;

k. rapat Badan Kehormaan

1. rapat panitia khusus;

m. rapat kerja;

n. rapat dengar PendaPat; dan

o. rapat dengar penderpat umum

(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam

pengambilan keputusan yang dipilnpin oleh ketua atar"r wakil ketua DPRD.

(3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin

oleh ketua atau wakil ketua untul. meizrl<sanakan acara tertentu dan tidak

mengambii keputusan.

(4) Rapat pimpinan DPRD merupakt.n rapat para anggota pimpinan DPRD

yang dipimpin oleh ketua atau wal<il ketua DPRD.

(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota f:aksi yang dipimpin oleh pimpinan

fraksi.

(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pinpinan DPRD dengan pimpinan

fraksi dan pimpinan alat kelengkerpan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan

DPRD.

(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarat

yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah'

(8) Rapat komisi merupakan rapat anggota xomisi yang dipirnpin oieh ketua

atau wakil ketua komisi.

(9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat anggota anta;' komisi yang

dipimpin oleh ketua atau wakil kelua DPRD.

(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Ba'1an Anggaran yang

dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

(11) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota

Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin cleh ketua atau

wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

(12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badar Kehormatan

yang dipimpin oleh ketua atau waxil ketua Badan Kehormat.rn '

(13) Rapat panitia khusus merupakar, rapat anggota panitia khusus yang

dipimpin oleh ketua atau wakil ketura panitia khusus.

(14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daer:rh atau pejabat

yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, zitau

panitia khusus dan kepala claerah atau pejabat yang ditur,juk.



(15) Rapat dengar pendapat merupal an rapat antara DPRD dalr pemerintah

daerah.

(16) Rapat dengar pendapat umllm merupaka.n rapat antara DPRD dan

masyarakat baik lembaga/o"ganisasi kemasyarakatan maupun perorar-Igan

atau antara komisi, gabungan kor;risi, atau panit:a khrrsus dan masyarakat

baik lembaga/ organisasi kemasye.rakatan maupun perorangan.

14. Ketentuan Pasal 80 ayat (21 huruf c diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

a. rapat dihadiri oleh paling sedikjt 3/a (nga perempat)dari jumlah

anggota DPRD untuk mengarabil persetujuan atas pelaksanaan hak
angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil
keputusan mengenai usul :emberhentian bupa.ti dan/atau wakil
bupati;

b. rapat dihadiri oleh paling sed.kit 2/3 (dua pertiga) dari _iumlah anggota

DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk
menetapkan peraturan daerah dan APBD;

c. rapat dihadiri oleh lebih dari I 12 (satu perdualdari jumlah anggota

DPRD untuk rapat paripuma DPRD selain rapat sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan hrruf b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan sah apabila:

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertigrr) clari jurnlah anggota

DPRD yang hadir, untuk rapal sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

huruf a;

b. disetujui oleh lebih dari Y, (sirtu perdua) jumlah anggota DpRD yang

hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada- ayat (1) huruf b;

c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagairnana dimaksud
pada ayat (t) huruf c.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada a'et (1) tid:rk terpenuhi,
rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang u,aktu masing_

masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(a) Apabila pada rvaktu akhir penundaan rapat sebagaimana di:naksud pada

ayat (3) kuorum belum juga terl;enuhi, pi.npinan dapat menunda rapat
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paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan

musyawarah.

Apabila setalah penundaan sebagrrimana dimaksud pada ayat (4), kuorum

sebagaimana dimaksud pada a5'at (1) belum juga terpenuhi, terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 huruf a dan huruf b,

untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan

memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah,

rapat tidak dapat mengambil keputusan dan ra,lat paripurna tidak dapat

diulang lagi.

Apabila seteiah penundaan sebagaimana dimaksud pada a)'at (4), kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l ) h:iruf b untuk

menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengainbil kepu':usan dan

penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.

Yang dimaksud dengan "penyclesaian:rya diserahkan kepada gubernur"

sebagaimana dimaksud pada atat (6) rdalah penetapan peraturan

gubemur sebagai payung hukunr bagi pemberlakuan APBD ]ang sitma

dengan tahun sebelumnya.

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksurl pada ayat (4), l<uorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) belum juga terpe:ruhi, terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud pada aya; (1) huruf c, cara

penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

Setiap penundaan rapat, dibuat bcrita acara penundaan rapat yang

ditandatangani oleh pimpinan rapat.

15. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi seoagai berikut:

. Pas.'.] 83

Rancangan peraturan daerah dapat belasal dari DPRD atau kepala daerah.

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPi?D atau kepala daerah

disertai penjelasan atau keteranga,r dan/atau naskah akademik.

Rancangan peraturan daeralr ten:ang APBD, rancangan peraturan daerah
yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah menLiliki

naskah akademik sebelumnya, drrpat disertai atau tidak disertai naskah
akademik.

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimalcsud pada ayat (l)
diajukan berJasarkan program Pembentukan peraturan Daerah.

(s)

(6)

(7)

(8)

(e)

(3)

(1)

(2)

(4)



(5) Dalam keadaan tertentu, DPRD

rancangan peraturan daerah Ci

Daerah.

atau kepala daerah dapat mengajukan

luar program Pembentukan Peraturan

16.I(etentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunfi sebagai berikut:

Pasal 84

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DI'ilD dapat diajukan oleh

anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan I'embentukan

Peraturan Daerah.

Ra.ncangan peraturan daerah yang dia.iukan oleh anggota DPRD, komisi,

gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daorah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada

pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau

naskah akademik, dajtar nama dan tanda tangan pengusu'I, dan diberikan

nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Rancangan peraturan dacrah set:agairnana dimaksud pada ayat (2) oleh

pimpinan DPRD disampaikan kcpada Badan Pembentukan Peraturan

Daergh untuk dilakukan pengkajir..n.

(4) Pimpinan DPRD menyampaikari hasil kajian Badan Pembenttrkan

Peraturan Daerah sebagaimana dim.rksud pada a;'at (3) kepada rapat

paripuma DPRD.

Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentrtkan

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh

pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnl'a 7

(tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Dalam rapat paripurna DPRD seb:.gaimana dimaksud pada a)'at (5):

a. pengusul memberikan penjelasa n;

b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan panda.rgan;dan

c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan angSota

)PRD lainnya.

Rapat paripurna DPRD memuturikan usul rancangan peraturan daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. persetuJuan;

b. persetujuan dengan pengubahan;atau

c. penolakan.

(B) Dalam hal persetujuan dan per.gubahan, DPRD menugasi komisi,
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gabungan komisi, Barlan Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia

khusus untuk menyempumakan rancangan peraturan daelah tersebut'

(9) Rancangan peraturan daerah yang, telah disiapkan oleh DPRD disampaikan

dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

17. Ketentuan Pasal 87 ayat (3) diubalr, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 8i'

Rancangan peraturan daerah 1'ang berasal dari DPRD atau kepala daerah

dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetu.juan

bersama.

Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dinaksud llada

ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua, tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraarr

tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. Dalam hal rancangan peraturan daer ah berasal dari kepala daerah

dilakukan dengan kegiatan sebr'gai berikut:

1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna r'.rengenai rancangan

peraturan daerah;

2, pemandangan umum fraksi tcrhadap ranca:-Igan

daerah;dan

3. tanggapan dan/atau jau'aban kepala daerah terhadap pemandangan

umum fraksi.

B. Dalam hal rancangan peraturii.n daerah berasal dari D?RD diiakukan

dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan kcnrisi, pimpinan

Badan Pembentukan f;eraturan Daerah, atau pin-rpinan panitia

khusus dalam rapat panpurna mengenai rancarngan perattlran

daerah;

2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah;dan

3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

C. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau parlitia khusus

yang dilakukan bersama dengetn kepala daerah aiau pejabat yang

ditunjuk untuk mewakilinya.

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna 1.ang didal,ului dengan:

(1)

(2)

(3)

peraturan
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1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/

pimpinan panitia khusus yalg berisi proses pembahasan, pendapat

fraksi dan hasil pembicaraan sebagarmana dimaksud pada ayat (3)

huruf c; dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara Iisan oleh pi;npinan rapat

paripurna.

B. pendapat akhir kepala daerah.

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka

2 tidak dapat dicapai secara mu' syawarah untuk mufake.t, keputusan

diambil berdasarkan suara terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan

bersarna antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah

tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD nasa itu.

18. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan BAB Xa, Pasal i 14a, sebagai berikttt:

BAI,I XA

Hubungan KerJa Antara DPRD dan Kepala Daerah

Pasal 114a

(1) Hubungan kerJa antara DPRD dan kepala daerah dldasarkan atas

komltraan yang seJaJar.

(2) Hubungan kemitraan sebagalmarra dlmaksud pada ayat (11 dlwuJudl:an

dalam bentuk:

a. persetuJuan bersama dalam pembentukan Perda;

b. penyampalan laporan keterarrgan pertanggunglawaban kepada

DPRD;

c, persetuJuan terhadap kerJa stma yang akan dllakukan Pemerintah

Daerah;

d. rapat konsultasl DPRD dengan kepala daerah secnra berkala;dan

e. bentuk lalnnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Ayat (2) hurufb tldak dapat diJadikan sarana pemberhentlan kepala

daerah.

. 19. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120
' (1) Dalam hal terJadl kekosongan Bupatl, yang diangkat berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerlntahan Daerah,



Wakil Eupatl menggantlkan Bupati sampal dongan berakhlr maga

Jabatannya resual dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Peru'akilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten

Rembang Nomor 0 I Tahun 20 l0 beserta peraturan perubahannya

dinyatakan sudah tidak berlaku lagi'

Pasal II

Peraturan DPRD Nomor.... Tahun 2015 ini berlqku pada ranggal diundangkarr.

Agar setiap orang mengetahuinya, mem()rint rhkan Peraturan DPRD No.... Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPPD Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini dengan penempatannya dedam

Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

'".t,:T,ffi f,j:i, 
Januari 2 o I 5
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l,:'<)./ PATEN REIVIBANG
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,.1\. A$stlJID KAII IL..

Diundangkan di Rembang

Pada tanggaI ...........2015

SEKRETARIS DAERAH

HAMZAH FATHONI, SH, M.KN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2OI5 NOMOR ....
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